
 
 

 

 

 
 
 

BUPATI POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR 

NOMOR  9   TAHUN 2020 

TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN, PERPANJANGAN DAN 
WAKTU PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI 

BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 71 
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

 Rakyat Nomor  27/ PRT/ M /2018 tentang  Sertifikat Laik 
 Fungsi Bangunan Gedung, perlu  mengatur Pendelegasian 
 Kewenangan Penerbitan,  Perpanjangan dan Waktu 

 Pelaksanaan Pemeriksaan  Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
 Gedung Kabupaten Polewali Mandar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pendelegasian Kewenangan Penerbitan, Perpanjangan dan 

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung Kabupaten Polewali Mandar; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4422); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

 

 

SALINAN 



 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 83); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi 

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

16); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 
tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi 
Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 917); 

11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang 
sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2011 Nomor 6); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN, 
PERPANJANGAN DAN WAKTU PELAKSANAAN 
PEMERIKSAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN 

GEDUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR.   
 

 

 

 



 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Polewali Mandar. 

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar. 

4. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh Bupati atau 

pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan 
kelaikan fungsi bangunan gedung baik secara 

administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan. 

5. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang 
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang 
ditetapkan. 

6. Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung adalah 

proses pemeriksaan pemenuhan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. 

7. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung 

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 
mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 
dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis 

yang berlaku. 

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di 
dalam tanah dan/ atau air yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau 
tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, 

kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus. 

9. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok 
orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan 

izin. 

10. Pengkaji Teknis adalah orang perorangan, atau badan 
hukum yang mempuyai sertifikat keahlian untuk 

melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi 
Bangunan Gedung sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

11. Pendataan Bangunan gedung adalah kegiatan 
pengumpulan bangunan gedung oleh pemerintah daerah 

yang dilakukan secara bersamaan dengan proses ijin 
mendirikan bangunan gedung, proses sertifikat laik 

fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan 
gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan 
gedung yang telah ada. 

 



 
 

12. Bangunan Gedung sederhana adalah bangunan gedung 

dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas 
dan teknologi sederhana. 

13. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan 
gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki 
kompleksitas dan/ atau teknologi tidak sederhana. 

14. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung 
yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, 

yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya 
memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. 

15. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah 

bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan 
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupun sosial dan budaya. 

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu yang selanjutnya disingkat DPM - PTSP adalah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Polewali Mandar. 

17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Instansi 

Teknis yang membidangi penyelenggaraan bangunan 
gedung sesuai dengan nomenklatur kelembagaan di 

daerah) adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Polewali Mandar. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman 

penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung bagi orang 
perorangan, badan hukum, dan Pemerintah Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan 

Bangunan Gedung yang Laik Fungsi sesuai fungsi dan 
klasifikasi Bangunan Gedung yang diselenggarakan 

secara tertib untuk menjamin keandalan dan kepastian 
hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

Bagian Ketiga  

Ruang Lingkup 

Pasal 3 

 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati Ini meliputi: 

a. pendelegasian kewenangan penerbitan dan perpanjangan 

SLF Bangunan Gedung; dan 

b. waktu pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 
Bangunan Gedung. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

PENDELEGASIAN DAN WAKTU PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Kewenangan Penerbitan dan Perpanjangan SLF 

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan penerbitan dan perpanjangan SLF 
Bangunan Gedung Bupati mendelegasikan kewenangan 

kepada perangkat daerah. 

(2) Penerbitan dan perpanjangan SLF Bangunan Gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan 

kepada: 

a. dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu 

pintu; dan 

b. dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

(3) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

melaksanakan: 

a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen 

Permohonan SLF Bangunan Gedung; 

b. pendataan; dan 

c. penyerahan hasil rekomendasi atau dokumen SLF 

Bangunan Gedung kepada pemohon.  

(4) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

melaksanakan: 

a. pemeriksaan kesesuaian dan/atau kebenaran 

dokumen Permohonan SLF Bangunan Gedung yang 

diterima dari DPMPTSP; 

b. pengesahan hasil rekomendasi atau dokumen SLF 

Bangunan Gedung; dan 

c. pemutakhiran pendataan. 

  

Bagian Kedua 

Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Kelaikan  

Fungsi Bangunan Gedung 

 

Pasal 5 

 

waktu pelaksanaan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan 

gedung paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan 

dinyatakan lengkap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 

 

 Ditetapkan di Polewali  

 pada tanggal 27 April  2020 

 BUPATI POLEWALI MANDAR, 

 

                     ttd 

 

   ANDI IBRAHIM MASDAR 

 

 

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 28 April  2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, 

 

             ttd 

 

BEBAS MANGGAZALI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
                  Polewali 28 April  2020 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


